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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pertanggung jawaban keberhasilan 

pelaksanaan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagai pelaksana 

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok 

dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. 

Laporan tersebut berupa hasil kegiatan operasional dan administrasi yang 

diselenggarakan oleh bidang-bidang di bawah koordinasi Kepala Dinas seperti 

tersebut di dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Perwali Nomor 30 Tahun 2022 

yang mengatur tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. 

Metode pelaporan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kota Metro secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja. 

 
1.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2023 ini adalah : 

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) 

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja; 

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

f. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019; 

g. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kota Metro 

 

 
1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 

 
Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun 

dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara Negara 

mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi 

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan 

kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator 

pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan. 
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Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk 

memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sehingga dapat 

dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. 

1.4 Struktur Organisasi 

Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 

2023, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk uraian 

singkat mengenai beban kerja instansi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 

Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022, yang antara lain mengatur Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat 

c. Bidang Perumahan dan Pertanahan 

d. Bidang Penataan Kawasan Permukiman 

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar I. 4 

Struktur Organisasi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 
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1.5 Tugas Pokok dan Fungsi 

1.5.1 Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Metro 

Sekertariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan struktur organisasi pada 

Perwali Nomor 30 Tahun 2022 Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

1. Mengerjakan surat menyurat seperti mengagendakan surat keluar, surat 

masuk, menggandakan surat, mengekspedisi surat serta mengarsipkan 

surat; 

2. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas, meliputi pemeliharaan kantor, 

pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor serta 

keamanan kantor dan rumah Dinas; 

3. Mengelola administrasi perlengkapan kantor/dinas, pengadaan 

barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian, serta mencatat dan 

menginventarisasi barang-barang milik Dinas serta pelaporan; 

4. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepustakaan Dinas 

berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian; 

5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi urusan 

kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian pegawai, Pendidikan dan 

pelatihan (DIKLAT) serta menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK), 

organisasi dan tata laksana; 

6. Membuat abesen pegawai, surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas; 

7. Memberi tugas atau kegiatan kepada para bawahannya dengan 

memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan ataupun tertulis sesuai 

bidang tugasnya; 



L A K I P 

D i n a s P e r u m a h a n   d a n   K a w a s a n   P e r m u k i m a n | 6 

 

 

8. Menginventarisasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada 

atasan ; 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Sub Bagian Pereancanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengendalikan, menyusun rencana program dan anggaran serta 

pengusulan program; 

2. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan 

pembahasan program dinas yang bersifat rutin; 

3. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan 

belanja Dinas; 

4. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, 

pertanggungjawaban dan laporan keuangan; 

5. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan 

masukan kepada atasan; 

6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja; dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 
1.5.2 Bidang Perumahan dan Pertanahan 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022, Bidang Perumahan 

dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang Perumahan   dan   Pertanahan   mempunyai   tugas   pokok   meliputi 
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penyiapan bahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan 

penataan di Bidang Perumahan dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, Bidang Perumahan dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan, pengembangan dan menyempurnakan data-data 

tentang pengembangan wilayah perumahan dan pertanahan; 

2. Penyelenggaraan, penyiapan perumusan kebijakan pemerintah dan 

perencanaan/pengawasan teknis dalam bidang penyelenggaraan perumahan, 

rumah susun, rumah swadaya dan pertanahan; 

3. Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR); 

4. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perumahan, rumah 

susun, rumah swadaya, system penyediaan air minum, air limbah dan 

drainase lingkungan; 

5. Penyediaan data dan mengkoordinasikan rencana jangka Panjang, menengah 

dan rencana kerja tahunan dalam penyediaan perumahan dan pertanahan; 

6. Penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap 

Bangun (LISIBA); 

7. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang- 

undangan untuk perumahan dan pertanahan; 

8. Penyiapan fasilitasi kerja sama antara pemerintah dan badan hukum dalam 

penyelenggaraan perumahan dan pertanahan; 

9. Pelaksanaan persiapan kemitraan antara lembaga Pemerintah di bidang 

perumahan dan pertanahan; 

10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah; 

11. Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah; 

12. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah daerah; 

13. Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan 

pengembangan perumahan; 
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14. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 

program kota; 

15. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi 

program kota; 

16. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; 

17. Pendataan dan pembinaan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan 

rumah khusus; 

18. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 

atau relokasi program kota; 

19. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan 

KPR-FLPP; 

20. Pembentukan dan pelatihan tim Satgas, tim pendamping dan fasilitator; 

21. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan 

perumahan ; 

22. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang 

pertanahan; 

23. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang- 

undangan untuk pertanahan ; 

24. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

(antara lain jalan lingkungan kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau 

dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan) sesuai dengan standar 

pelayanan minimal; 

25. Verifikasi dan penyerahan PSU kawasan perumahan dari pengembang; 

26. Melaksanakan rekomendasi perubahan penggunaan tanah; 

27. Memfasilitasi penyeleseian sengketa pertanahan; 

28. Melakukan perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; 

29. Melaksanakan / membentuk gugus tugas penanganan agraria 

30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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1.5.3 Bidang Penataan Kawasan Permukiman 

Bidang Penataan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang penataan Kawasan Permukiman terdiri dari kelompok jabatan fungsional. 

Bidang Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok meliputi 

menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang 

Penataan Kawasan Permukiman. Bidang Penataan Kawasan Permukiman 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan 

tugas-tugas penataan Kawasan Permukiman; 

2. Menetapkan rencana Kawasan Permukiman; 

3. Melakukan pendataan, penetapan, penataan dan peningkatan kualitas 

kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di bawah 

10 Ha; 

4. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 

umum (antara lain jalan lingkungan, kawasan perumahan, ruang terbuka non 

hijau dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan) sesuai dengan 

standar pelayanan minimal; 

5. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya; 

6. Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian 

perkotaan; 

7. Kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

(antara lain jalan lingkungan, kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau 

dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan); 

8. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan 

tugas-tugas pada infrastruktur areal pemakaman; 

9. Melakukan pendaftaran atas permohonan tanah pemakaman; 

10. Melakukan pendataan ketersediaan lahan pemakaman, dan 



L A K I P 

D i n a s P e r u m a h a n   d a n   K a w a s a n   P e r m u k i m a n | 10 

 

 

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
1.5.4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kota Metro dibidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 

di Kelurahan Iringmulyo. Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan 

pelayanan umum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota 

Metro; 

b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar 

dalam pengadaan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR); 

c. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Rusunawa; 

d. Koordinasi dan pengendalian semua kegiatan di Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Rusunawa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
a. RENCANA TINDAK LANJUT 

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro pada tahun 2023: 

1.  Banyaknya permintaan pembangunan dari hasil Musrenbang dan 

Reses DPRD sedangkan alokasi anggaran untuk OPD terbatas 

sehingga tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat. OPD 

mengalami kekurangan anggaran. 

2.  Belum maksimalnya nilai kepuasan masyarakat terutama terhadap 

pelayanan UPT RUSUNAWA 

3.  Belum tersedianya data yang akurat tentang berapa jumlah rumah 

tidak layak huni beserta sebaran lokasinya serta adanya dinamika tren 

kenaikan tiap tahun 

4.  Masih rendahnya jumlah pengembang yang menyerahkan PSU 

Perumahannya ke Pemerintah Kota Metro 

 

Berikut ini adalah rencana tindak lanjut pemecahan masalah : 

 
1. Dengan banyaknya permintaan pembangunan jalan dan drainase di 

sejumlah titik lokasi maka sudah sepantasnya Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Metro mendapat tambahan anggaran 

2. Perlu diadakan peningkatan pelayanan UPT RUSUNAWA 
 

3. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap jumlah rumah tidak layak 

huni di Kota Metro tiap tahunnya 

4. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pengembang perumahan tentang 

pentingnya penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Metro 
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b. KESIMPULAN 
 

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro 

disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan 

fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro. Pencapaian kinerja 

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro pada tahun 2023 merupakan 

salah satu bentuk sinergi jajaran seluruh personel dalam menghadapi 

tantangan di tahun 2023. Namun, pencapaian ini bukanlah akhir dari sebuah 

upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, akan tetapi upaya 

penyempurnaan dan perbaikan indicator kinerja yang lebih terukur, 

berkualitas dan memiliki target yang menantang akan tetap dilakukan. Dari 

hasil capaian kinerja dan analisa di bab III dapat disimpulkan bahwa capaian 

kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro berhasil cukup baik. 

Dalam realisasi penyerapan anggaran Sebagian besar telah menunjukkan 

bahwa realisasi anggaran mencapai 96% sehingga capaian keseluruhan 

penggunaan anggaran dan rencana kegiatan berjalan baik. Demikian laporan 

kinerja ini dibuat agar dapat bermanfaat di kemudian hari sebagai penentu 

langkah kebijakan selanjutnya. 


